
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 1 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2012 – 2032 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di 

Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan 

ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, 

serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan pertahanan keamanan perlu disusun Rencana 

Tata Ruang Wilayah; 

  b. bahwa hasil evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 

Tahun 2003–2013 telah terjadi perubahan struktur 

dan pola pemanfaatan ruang wilayah; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 

ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana 

Tata Ruang Wilayah; 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2012 – 2032; 

    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia 

untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten 

Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu 

Kabupaten  dengan   nama  Kulon  Progo 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1951 

Nomor 101); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5103); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 

tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat 

Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta  Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 

Nomor 2); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan       : PERATURAN  DAERAH TENTANG RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 

2012 – 2032. 

   

BAB I  

 
KETENTUAN UMUM 

  

Pasal  1  

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.  
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat 

RTRWK adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari 

wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, Strategi Penataan 

Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah 

Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Penetapan 

Kawasan Strategis Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 

Kabupaten, dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Wilayah Kabupaten.  

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 

hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

9. Zonasi adalah bentuk pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-

batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya 

dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 

kesatuan. 

10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi 

peraturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 

ruang. 

12. Peraturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan 

hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam 

penataan ruang. 
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13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan 

kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan 

penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 

penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang. 

17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang. 

19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

21. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang 

mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 

22. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp 

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan 

skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, yang dipromosikan 

untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. 

23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kabupaten atau beberapa kecamatan. 

24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kecamatan atau beberapa desa. 

25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah 

pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

antar desa. 


